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Kata Pengantar

Pernyataan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tjahja 
Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok tentang pembubaran Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengundang polemik di media massa. 
IPDN sebagai salah satu penggerak birokrasi dinilai Ahok tidak dapat 
membuat pelayanan publik menjadi lebih baik. 

Pernyataan Ahok di atas bukanlah hanya sekedar persoalan pembubaran 
IPDN saja. Melainkan sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan adalah 
masih lambatnya reformasi birokrasi di negeri ini. Karena persoalan birokrasi 
dan rumitnya regulasi menjadi permasalahan dasar yang menghambat 
pembangunan di Indonesia selama ini.

Laporan utama Update Indonesia bulan September 2015 kali ini mengangkat 
judul “Menunggu Reformasi Birokrasi Di Era Jokowi-JK”. Bidang ekonomi 
membahas “Berbenah Pelabuhan”. Bidang hukum membahas “DPR 
dan Agenda Kunjungan Kerjanya: Lagi-lagi Untuk Apa?”. Bidang sosial 
membahas “Dari MDGs ke SDGs”. 

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular 
diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan 
dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen 
masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, 
hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik 
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Menunggu Reformasi Birokrasi 
Di Era Jokowi-JK 

 

Pernyataan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki 
Tjahja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok tentang pembubaran 
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengundang polemik 
di media massa. Ahok mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) untuk membubarkan IPDN. IPDN sebagai salah satu 
penggerak birokrasi dinilai Ahok tidak dapat membuat pelayanan 
publik menjadi lebih baik. 

Pandangan ini diperkuat dengan alasan bahwa di dalam Undang-
Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
sudah tidak ada lagi keistimewaan bagi pegawai negeri sipil (PNS) 
lulusan IPDN. 

Pernyataan Ahok di atas bukanlah hanya sekedar persoalan 
pembubaran IPDN saja. Akan tetapi jika kita lihat lebih jauh 
ke belakang, ketika masih mendampingi Jokowi sebagai Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ahok juga pernah menyatakan bahwa 
administrasi dan birokrasi memang merupakan kendala utama 
dalam menjalankan program pembangunan Jakarta (beritasatu.
com, 13/4/2013). Sehingga sesungguhnya yang menjadi persoalan 
adalah masih lambatnya reformasi birokrasi di negeri ini. 

Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK

Persoalan birokrasi dan rumitnya regulasi menjadi permasalahan 
dasar yang menghambat pembangunan di Indonesia. Hal ini 
terkonfirmasi dalam laporan Doing Business 2015 yang dirilis oleh 
World Bank. Indonesia berada di peringkat 153 dalam hal pengurusan 
perizinan (Oktober, 2014). 

Begitu juga dalam laporan The Global Competitivenes Report 
2014-2015 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, dimana 
ketidakefisienan birokrasi Indonesia masih mendapatkan nilai 8.3. 
Walaupun peringkat ini lebih baik dari nilai tahun sebelumnya yaitu 
15.4 dan 15 (September, 2014). 

Laporan Utama
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Lamanya proses perizinan, birokrasi yang rumit, serta masih 
maraknya pungutan liar berdampak pada buruknya iklim investasi 
di Indonesia. Sehingga pada akhirnya akan memperlambat 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Pada Sembilan Agenda Pokok Pemerintahan Kabinet Kerja (atau 
disebut juga dengan Nawa Cita) di bawah kepemimpinan Presiden 
Jokowi salah satu poinnya adalah membuat pemerintah tidak absen 
dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 
demokratis dan terpercaya. 

Rekomendasi dan Simpulan

Menurut penulis guna mengimplementasikan nawacita dalam 
rangka percepatan reformasi birokrasi yaitu diperlukan pertama, 
gerakan revolusi mental birokrasi yaitu merubah nilai, etika, pola 
pikir serta budaya birokrasi saat ini. Merubah mental birokrasi priyayi 
ke birokrasi yang melayani. Orientasi birokrasi yang berorientasi 
kepada keluaran semata ke birokrasi yang berorientasi kepada hasil 
dan manfaat. Dengan perubahan tersebut, maka segenap aparatur 
birokrasi, diharapkan akan selalu hadir untuk melayani guna 
mensejahterakan masyarakat. 

Kedua, restrukturisasi kelembagan birokrasi. Struktur birokrasi 
selama ini dinilai kurang lincah dalam merespon besarnya harapan 
masyarakat serta dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang 
berkembang.  Oleh karena itu agar birokrasi cepat merespon hal 
tersebut pembangunan, struktur birokrasi harus ditata agar tepat 
ukuran, tepat proses dan tepat fungsi. Sehingga struktur birokrasi 
sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki performa yang 
tangguh, lincah, efektif dan efisien.

Ketiga, meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur 
birokrasi. Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima salah 
satunya didasarkan pada kualitas aparatur birokrasi yang memiliki 
integritas dan profesionalitas. Guna mewujudkan hal tersebut maka 
diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur birokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, membuka ruang partisipasi dan keterbukaan informasi 
publik. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 
mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu 
pondasinya, dan keterbukaan informasi merupakan salah satu 
prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan 
yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Laporan Utama
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Kelima, membangun sistem monitoring dan evaluasi (M&E) 
pelayanan publik. M&E dapat memberikan informasi tentang 
kinerja kebijakan, program dan proyek pemerintah. M&E dapat 
mengidentifikasi apa yang dapat berfungsi dan apa yang tidak 
berfungsi, serta mngindentifikasi mengapa hal tersebut dapat terjadi.  
Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan dengan 
perbaikan pembuatan kebijakan (termasuk pembuatan kebijakan 
anggaran), pengembangan kebijakan, manajemen dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, patut ditunggu capaian reformasi birokrasi 
yang dilakukan di Era Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Dimana 
capaian reformasi birokrasi salah satunya dapat terlihat dengan 
penyelenggaraan pelayan publik yang prima. Pelayanan publik 
yang prima sendiri adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat, yang merupakan kewajiban dari aparatur birokrasi 
sebagai abdi masyarakat. Penyelenggaraan pelayan publik yang 
prima merupakan perwujudan kehadiran negara.

- Arfianto Purbolaksono -

Laporan Utama

Persoalan birokrasi 
dan rumitnya regulasi 
menjadi permasalahan 
dasar yang menghambat 
pembangunan di 
Indonesia.
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“I am making this company so rich!”, “I am so dissapointed!”. 
Setidaknya begitulah sedikit ungkapan yang dilontarkan oleh RJ. 
Lino, sang nakhoda PT. Pelindo, kepada Kepala Bappenas Sofyan 
Djalil melalui sambungan telepon tatkala polisi menggeledah 
ruangannya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok beberapa hari 
kemarin. Ada dugaan bahwa RJ. Lino terseret dalam kasus 
penyelewengan pengadaan crane di tempatnya bekerja (tempo.co, 
28/08/2015).

Tak lama sebelum kejadian tersebut, Mantan Dirjen Perdagangan 
Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan, 
resmi ditahan Polda Metro Jaya atas dugaan suap dan gratifikasi 
yang dilakukannya terkait izin bongkar muat peti kemas di kawasan 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Bahkan beberapa hari setelah 
kejadian tersebut, Partogi telah mengakui bahwa memang benar dia 
menerima suap seperti yang diberitakan oleh media (metronews.
com, 03/08/2015).

Untuk kesekian kalinya isu mengenai pelabuhan kembali menyeruak 
ke permukaan sebagai bahan perbincangan di pelbagai lapisan 
masyarakat. Komitmen pemerintah untuk membangun bangsa dari 
sektor kemaritiman memang patut diapresiasi. Mungkin saja apabila 
Presiden Joko Widodo tidak turun langsung ke lapangan untuk 
melakukan blusukan, masalah yang ada pada saat ini akan semakin 
lestari eksistensinya.

Berbicara mengenai pelabuhan pasti akan berbicara isu logistik 
karena keduanya memang memiliki irisan. Biaya tinggi yang kerap 
kali membelit para penguasaha, baik asing maupun domestik, 
merupakan masalah pelik yang selalu ditemui di kawasan pelabuhan.

Persoalan Biaya Logistik

Pada beberapa hari terakhir, kondisi ekonomi dalam negeri sedang 
diterpa ketidakpastian dari perekonomian global. Sentimen 
isu peningkatan Fed Fund Rate atau tingkat suku bunga acuan 

Berbenah Pelabuhan

Ekonomi
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Amerika Serikat hingga masalah devaluasi mata uang Tiongkok 
membuat situasi domestik kian memanas. Salah satu cara yang 
diyakini ampuh untuk menjaga kestabilan ekonomi adalah dengan 
melakukan pembenahan iklim investasi agar semakin kondusif dan 
tidak membuat investor membawa uangnya “pulang kampung”.

Dari sekian banyak indikator yang tepat untuk menggambarkan iklim 
investasi di suatu negara, kondisi logistik merupakan salah satu yang 
dirasa cukup tepat. Tingkat kompetisi perdagangan sebuah negara 
tidak hanya dapat diukur melalui kualitas produk, inovasi, dan harga 
yang diberikan. Peningkatan performa niaga juga harus ditopang 
olah tata distribusi yang efisien (Suteja, 2015). Hal ini tentunya 
berimplikasi bahwa biaya ekonomi tinggi yang terjadi dalam rantai 
distribusi akan berimbas kepada kurang kompetitifnya perniagaan 
suatu produk.

Meminjam istilah Bank Dunia, Indonesia merupakan negara yang 
terdiri tidak kurang dari 10.000 gugusan pulau yang membentang 
dalam wilayah yang setara dengan bentang luas negara bagian New 
Jersey hingga Alaska di Amerika Serikat. Hal ini menandakan bahwa 
transportasi laut dan pelabuhan menjadi suatu yang penting sebagai 
sarana perhubungan untuk mempermudah mobilitas masyarakat 
dan kepentingan perdagangan. Ironisnya, infrastruktur maritim 
beserta manajemen kelembagaan yang ada di dalam negeri dinilai 
masih belum mampu bekerja secara efisien.

Logistics Performance Index yang dirilis oleh Bank Dunia 
memperlihatkan bahwa secara umum rangking yang diperoleh 
Indonesia di tahun 2014 hanya mampu bertengger di peringkat 
53. Urutan ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan 
Singapura (5), Malaysia (25), Thailand (35), hingga Vietnam (48) 
sekalipun. Apabila melihat lebih dalam lagi, dari beberapa indikator 
yang membangun indeks ini, poin untuk international shipment 
yang menilai kemudahan pengiriman dengan harga yang kompetitif 
merupakan hal yang berkontribusi besar terhadap rendahnya 
rangking Indonesia.

Pada saat ini rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto 
Indonesia berada pada angka 24 persen. Angka ini bernilai tinggi dan 
tentunya dapat menjadi beban besar bagi pertumbuhan ekonomi 
dalam negeri. Bank Dunia dalam kajian menilai apabila pemerintah 
mampu menurunkan rasio tersebut menjadi 16 persen, seperti 
apa yang telah dilakukan oleh Thailand saat ini, Indonesia akan 

Ekonomi
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menghemat 70 hingga 80 Miliar US Dollar per tahunnya. Angka 
tersebut merupakan jumlah yang sangat bernilai apabila dapat 
dikonversikan ke bentuk lainnya yang lebih bermanfaat. 

Iqbal (dalam Jurnalmaritim.com, 2014) menerangkan bahwa 
setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya 
biaya logistik melalui jalur laut. Pertama, kapal pengangkut barang 
terlalu lama menghabiskan waktu bersandar di pelabuhan. Hal ini 
tentunya akan menggandakan waktu tempuh perjalanan normal 
yang seharusnya dapat ditempuh. Selain itu, ukuran kapal yang dapat 
berlabuh di Indonesia cenderung lebih kecil dibandingkan dengan 
kapal-kapal yang biasanya melakukan bongkar muat di Singapura 
ataupun Malaysia. Kendala ini akan menciptakan inefisiensi karena 
kapasitas kapal tidak mencapai skala ekonomis yang seharusnya.

Ketiga, harga bahan bakar serta biaya untuk bunker kapal di 
Indonesia nilainya 20 persen lebih besar apabila dibandingkan 
dengan apa yang ada di negara-negara tetangga. Selain itu juga, 
ketidakpastian waktu juga jamak ditemui di dalam negeri. Misalnya 
saja untuk memindahkan barang dari Pulau Sumatera ke Jawa yang 
memerlukan waktu sembilan hingga 25 hari. Hal ini sudah pasti 
akan berdampak kepada barang angkutan, terlebih untuk barang 
yang bersifat tidak tahan lama.

Aksi Nyata dan Rekomendasi

Di awal kepemimpinannya Presiden Joko Widodo banyak 
menekankan kepada aspek maritim. Usulan untuk menjadikan 
Indonesia sebagai poros maritim dunia hingga pembangunan tol 
laut tidak henti-hentinya ditampilkan di media masa. Masing-
masing otoritas yang memiliki kepentingan pun mulai berbenah diri 
untuk memajukan sumber daya laut sebagai motor penting dalam 
pembangunan bangsa.

Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi salah satu wajah logistik 
nasional terlihat terus melakukan pembenahan diri. Indonesia Port 
Coorperation (IPC) yang menaungi manajemen pelabuhan bahkan 
sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas dengan membangun 
Pelabuhan Kalibaru. Pembangunan Pelabuhan Sorong sebagai West 
Pacific Hub Port juga sedang dalam proses pengerjaan. Rasanya 
memang terlihat betul bahwa pemerintah sedang melakukan 
banyak progres untuk menekan biaya logistik dengan membangun 
Indonesia dari sisi maritim.

Lantas apakah hal ini sudah cukup? Kita sebagai bangsa Indonesia 

Ekonomi
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seharusnya belum pantas untuk berpuas diri pada saat ini. Selain 
infrastruktur bangunan, manajemen kelembagaan yang efisien juga 
diperlukan untuk menciptakan pelabuhan yang produktif. Regulasi 
yang tepat dan harmonis serta peningkatan talenta sumber daya 
manusia di bidang industri tata niaga akan dapat merangsang 
terciptanya biaya logistik yang semakin rendah.

Proses penegakan hukum yang saat ini sedang berlangsung juga 
harus didukung secara penuh. Sudah menjadi rahasia umum 
bahwa di pelabuhan banyak terdapat mafia yang mempersulit arus 
keluar masuk barang di pelabuhan. Hal ini menandakan komitmen 
pemerintah untuk memberantas praktik curang ini sangat diperlukan. 
Kemauan kuat pemerintah serta dukungan dari masyarakat tentunya 
akan mampu mempercepat proses perbaikan di pelabuhan. Hingga 
pada akhirnya, mimpi bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai 
bangsa unggul di bidang maritim dan poros maritim dunia bukanlah 
lagi suatu hal yang utopis.

-Muhammad Reza Hermanto– 

Bank Dunia dalam 
kajian menilai apabila 
pemerintah mampu 
menurunkan rasio 
tersebut menjadi 16 
persen, seperti apa 
yang telah dilakukan 
oleh Thailand saat 
ini, Indonesia akan 
menghemat 70 hingga 
80 Miliar US Dollar 
per tahunnya. Angka 
tersebut merupakan 
jumlah yang sangat 
bernilai apabila dapat 
dikonversikan ke bentuk 
lainnya yang lebih 
bermanfaat.

Ekonomi
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DPR dan Agenda Kunjungan Kerjanya: 
Lagi-lagi Untuk Apa?

Hukum

Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Amerika 
Serikat (AS) menuai kontroversi. Pertama soal kehadiran 
sejumlah delegasi ke jumpa pers kandidat Calon Presiden AS 
Donal Trump yang dinilai bukan bagian dari agenda kunjungan. 
Kedua soal jumlah rombongan DPR yang membawa serta 
keluarga. Ketiga persoalan lamanya waktu kunjungan yaitu 
dimulai pada 31 Agustus 2015 hingga 12 September 2015.

Kunjungan tersebut pastinya telah menghabiskan biaya 
yang besar. Forum Indonesia Untuk Transparansi (FITRA) 
menghitung biaya perjalanan anggota DPR ke Amerika Serikat 
bisa menghabiskan hingga Rp10 Miliar. Yeny Sucipto selaku 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FITRA menilai selama ini DPR tidak 
transparan terhadap besaran biaya yang dikeluarkan dari setiap 
kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri. Jika mengacu pada 
tahun sebelumnya, perjalanan ke London anggaran mencapai 
lebih dari 15 miliar rupiah. Lagi-lagi pandangan bahwa uang 
rakyat dihambur-hamburkan oleh wakil-wakilnya di DPR untuk 
plesiran keluar negeri menjadi trend isu yang menarik.

Menurut catatan CNN Indonesia, Senin 7 September 2015, 
delegasi parlemen Indonesia dalam kunjungan kerja ke AS 
dipimpin oleh Ketua DPR, Setya Novanto (Golkar), dan 
beranggotakan antara lain Wakil Ketua DPR Bidang Politik 
dan Keamanan Fadli Zon (Gerindra), Ketua Badan Kerja Sama 
Antar-Parlemen Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Ketua 
Badan Urusan Rumah Tangga Roem Kono (Golkar), anggota 
Komisi Perhubungan Robert Joppy Kardinal (Golkar), Anggota 
Komisi Perhubungan Markus Nari (Golkar), Anggota Komisi 
Perhubungan Umar Arsal (Demokrat), anggota Komisi Luar 
Negeri Tantowi Yahya (Golkar), dan Staf Khusus Ketua DPR 
Nurul Arifin. Dari seluruh anggota delegasi RI tersebut, sebagian 
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langsung kembali ke tanah air begitu agenda IPU usai. Namun 
sebagian lainnya memilih untuk memperpanjang kunjungan di 
New York, termasuk Setya Novanto (Setnov) dan Fadli Zon.

Agenda resmi kunjungan kerja DPR sebetulnya adalah menghadiri 
4th World Conference of Speakers of Inter-Parliamentary 
Union di New York, Amerika Serikat, 31 Agustus-2 September 
2015. Hal ini merupakan konsekuensi dari tergabungnya 
DPR RI dalam International Parliamentary Union atau IPU. 
Menurut Asep Warlan Yusuf, selaku pakar hukum tata negara 
Universitas Pahrayangan, DPR RI telah meratifikasi second 
track reformation. Isi dari ratifikasi tersebut menyebutkan 
bahwa anggota DPR juga memiliki fungsi membangun hubungan 
dengan dunia internasional dan bukan hanya hubungan antar-
parlemen. Fungsi ini di luar fungsi pokok parlemen yakni 
pembentuk undang-undang, pengawasan dan anggaran.

Dengan demikian kunjungan kerja DPR pada dasarnya sah-sah 
saja asalkan memang betul kunjungan dilakukan dalam rangka 
menjalankan salah satu tugas dan fungsi DPR di atas. Namun 
persoalan muncul ketika Setya dan Fadli cs menggelar pertemuan 
bersama Donald Trump, bakal kandidat Presiden AS dari Partai 
Republik. Rombongan Setya juga ikut dalam konferensi pers 
Trump yang mirip suasana kampanye yang bukan merupakan 
bagian dari agenda resmi kunjungan kerja DPR.

Barangkali dapat kita putar ulang penggalan rekaman video 
konferensi pers Trump yang tersebar di berbagai media. Kepada 
media dan pendukungnya, Trump memperkenalkan Setya 
Novanto sebagai ketua DPR, orang “hebat”, serta orang “paling 
berpengaruh” di Indonesia. Setelah mengklaim akan membuat 
sesuatu yang penting untuk Amerika, Trump pun melempar 
umpan, “Apakah orang-orang di Indonesia menyukai saya?” 
Tanpa berpikir panjang, Setya Novanto menjawab, “Ya.”

Inilah yang menjadi masalah. Politikus Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan di DPR, Budiman Sudjatmiko, menilai 
Setya dan Fadli Zon itu telah melanggar kode etik DPR. Dalam 
pandangan penulis setidaknya ada beberapa kode etik yang 
dilanggar, misalnya Pasal 292 Peraturan DPR RI tentang Tata 
Tertib mengenai Kode Etik, yang mengatur bahwa setiap 
anggota dalam menjalankan tugasnya harus menjaga martabat, 
kehormatan, citra serta kredibilitas DPR.

Hukum
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Kedatangan dan pernyataan Satya dan Fadli cs dalam konferensi 
pers tersebut di atas mau tidak mau akan dipertanyakan. Bisa 
jadi dipertanyakan untuk apa Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR 
serta beberapa anggota lain hadir disana dan pada akhirnya 
menjadi bunga-bunga pemanis kampanya Trump? Apakah 
merupakan bentuk dukungan? Kalaupun iya dalam kapasitas apa 
Satya dan Fadli cs mendukung sementara mereka tidak memiliki 
hak suara?

Padahal dalam kapasitasnya sebagai DPR secara tidak langsung 
mereka merepresentasikan suara rakyat Indonesia. Rakyat 
Indonesia yang dimaksud bukanlah sekedar rakyat Indonesia 
yang tinggal di Indonesia melainkan juga rakyat Indonesia 
yang tinggal di Amerika. Apakah benar dipastikan semuanya 
menyukai dan mendukung Trump? Bukankah masyarakat justru 
banyak menilai bahwa kehadiran Satya dan Fadli cs hanya 
mempermalukan citra DPR RI dan citra bangsa Indonesia. Ini 
bukti bahwa suara rakyat yang mereka wakili menolak tindakan 
mereka.

Pembelaan DPR

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Biro Humas DPR, di 
Jakarta, Jum’at (11/09/2015) ada 4 (empat) agenda resmi yang 
dilakukan DPR dalam kunjungan kerjanya ke AS, antara lain: (1) 
diskusi dengan US-ASEAN Business Council; (2) Pertemuan 
dengan Presiden Tempore Senat Amerika Serikat, Orrin 
Hatch; (3) Diskusi di USINDO (US-Indonesia Society); (4) 
Pertemuan dengan Ketua DPR Amerika Serikat, John Boehner; 
(5) Kunjungan ke Library of Congress. Pertemuan tersebut 
sebagian besar membahas mengenai hubungan dan kerjasama 
antara Indonesia dengan Amerika selama ini.

Sementara berkaitan dengan kehadiran mereka dalam agenda 
kampanye politik Donald Trump, Fadli Zon berpendapat hal 
itu merupakan kehormatan untuk Indonesia. Pasalnya, sosok 
Donald Trump adalah salah satu pengusaha sukses yang 
juga menginvestasikan saham-sahamnya di Indonesia. Satya 
menambahkan pertemuan dengan Donald Trump ialah atas 
undangan Calon Presiden AS tersebut tanpa ada tujuan khusus 
apapun. Setya mengaku telah berteman dengan Trump sejak 
lama. Perkawanan mereka tak lain ihwal bisnis Trump yang 
tersebar di Indonesia.

Hukum
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Namun tetap menjadi catatan penulis adalah kehadiran Satya 
dan Fadli cs dalam kampanye Trump dalam kapasitasnya sebagai 
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tentu membawa serta nama 
baik DPR. Anggota DPR dimanapun berada tetap harus hati-
hati dalam bersikap untuk menjaga harkat dan martabat serta 
integritas DPR. Harus selektif dalam melakukan pertemuan. 
Pertemuan dengan Trump barangkali tidak akan menjadi soal 
apabila diagendakan dalam rangka memperkuat kerja sama dan 
hubungan internasional bukan hadir dalam kampanyenya yang 
sekarang ini terbukti menimbulkan banyak tudingan. Citra siapa 
lagi yang dipertaruhkan? Citra DPR. 

Sikap Mahkamah Kehormatan Dewan

Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum maka segala 
hal yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan negara harus 
berdasarkan hukum yang berlaku. Perdebatan dan pembelaan 
antar berbagai pihak berkaitan dengan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh Setya dan Fadli cs tentu lebih tepat 
diselesaikan secara hukum.

Di sinilah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk 
oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR untuk menjaga serta 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai 
lembaga perwakilan rakyat. Di dalam Peraturan DPR RI No. 
2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan 
Dewan dinyatakan tugas MKD selain untuk melakukan verivikasi 
dan penyelidikan atas pengaduan dugaan adanya pelanggaran 
kode etik, MKD juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan 
terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran 
atas kewajiban Anggota DPR.

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh Setya Novanto dan Fadli Zon cs, yang kini telah 
menjadi kontroversi berskala nasional, Junimart Girsang, selaku 
Ketua MKD merasa tidak perlu menunggu laporan pengaduan, 
baik dari masyarakat maupun dari anggota DPR untuk segera 
memproses kasus tersebut.

Penulis merasa langkah yang diambil Junimart tepat, sebab untuk 
menjaga kehormatan DPR masalah ini harus segera diselesaikan 
dan ditindaklanjuti secara tegas, agar kedepan setiap sikap 
dan tindak DPR, baik di dalam gedung maupun di luar gedung 
DPR dapat terjaga. MKD harus segera melakukan verifikasi 
terhadap pihak terlapor. Usai verifikasi, digelar rapat pleno 

Hukum
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Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menentukan apakah ada 
indikasi pelanggaran kode etik atau tidak. Jika diputuskan ada, 
maka proses ditingkatkan. Pihak-pihak terlapor disidang oleh 
Mahkamah Kehormatan Dewan, dan para ahli dipanggil untuk 
memberikan pendapat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Menurut penulis ada beberapa ketentuan dalam peraturan 
tentang kode etik yang perlu diperhatikan untuk menilai 
pelanggaran yang dilakukan oleh Setnov dan Fadli cs, antara 
lain: (1) bahwa setiap anggota dalam menjalankan tugasnya 
harus menjaga martabat, kehormatan, citra serta kredibilitas 
DPR. (2) perjalanan dinas adalah perjalanan pimpinan dan 
atau anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan 
pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun 
di luar wilayah Indonesia (3) anggota DPR harus menghindari 
perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan 
citra dan kehormatan DPR baik di dalam maupun di luar gedung 
DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat; (4) anggota DPR sebagai wakil rakyat memiliki 
pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.

Selain itu terdapat ketentuan bahwa anggota DPR dapat 
melakukan perjalanan dinas ke dalam atau ke luar negeri dengan 
biaya negara sebagaimana diatur UU. Namun anggota DPR tidak 
boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali 
dimungkinkan oleh UU atau atas biaya sendiri.

Penulis berharap kedepan ada transparansi dari DPR terkait 
anggaran yang digunakan setiap kali perjalanan dinas. Termasuk 
apakah benar bahwa keluarga, istri atau kerabat yang ikut, 
menggunakan biaya sendiri dalam perjalanan dinas tersebut. Hal 
ini penting untuk dibuktikan, sekali lagi agar masyarakat percaya 
kepada DPR. Penulis juga menghimbau MKD untuk bersikap 
independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak lain 
dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

- Zihan Syahayani -

Kedepan setiap sikap 
dan tindak DPR, 
baik di dalam gedung 
maupun di luar gedung 
DPR, harus menjaga 
martabat, kehormatan, 
citra serta kredibilitas 
DPR. MKD bukan 
sekedar mengatasi tetapi 
juga wajib mencegah.

Hukum
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Bulan September 2015 bertepatan dengan berakhirnya Tujuan 
Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals / 
MDGs) yang dimulai sejak tahub 2000 lalu. Mengenai capaian, 
satu tahun sebelum berakhir sudah banyak sekali inisiatif global 
maupun global yang melakukan review atas pelaksanaan dan 
capaian dari MDGs itu sendiri. 

Meski belum ada data atau hasil kajian yang komprehensif 
mengenai ini, namun semua pihak sepakat bahwa capaian 
MDGs tidak maksimal. Negara-negara yang berkomitmen untuk 
menjalankan kesepakatan global ini menyadari bahwa tidak bisa 
mencapai semua tujuan di dalam MDGs dan diperlukan sebuah 
program atau kesepakatan global baru untuk mempercepat, 
memperbaiki dan juga melihat ulang pendekatan dari MDGs.

Atas dasar hal ini kemudian, mulai diperkenalkan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals 
/ SDGs) dan pada akhir 2015 inilah, akan dirilis secara resmi 
program ini. Hal ini kemudian membuat tahun 2015 menjadi 
tahun yang krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan, 
mengatasi ketidaksetaraan dan perubahan iklim.

Mengenal SDGs dan Hubungannya dengan Indonesia

Ada 6 elemen penting pada SDGs, yaitu fokus pada 
pembangunan manusia dengan memastikan kesehatan dan 
pendidikan masayarakat termasuk perempuan dan anak-anak; 
untuk penghapusan kemiskinan dan memerangi ketidaksetaraan; 
untuk menumbuhkan perekonomian yang kuat, inklusif dan 
transformative; mempromosikan masyarakat yang aman dan 
damai; membangun kerja sama untuk memperkuat solidaritas 
global guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 
melindungi ekosistem untuk kepentingan semua dan generasi 
mendatang (Pramono dan Yuwono, 2015).

Sosial

Dari MDGs ke SDGs
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Dari enam elemen penting tersebut kemudian terlihat bahwa 
ukuran atau dimensi yang diperhatikan adalah pada bidang 
pembangunan ekonomi, inklusi sosial dan keberlanjutan 
lingkungan. 

SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 target. Jika dibandingan 
dengan prioritas pembangunan Indonesia untuk 2015-2019, ada 
bebera irisan yang bisa kita lihat ((Pramono dan Yuwono, 2015). 
Pertama, dari tujuan pertama SDGs yaitu untuk mengakhiri 
kemiskinan dalam segala bentuknya dimana saja. Pada prioritas 
pembangunan Indonesia itu termaktub ke dalam prioritas di 
bidang pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial dan 
juga pada sektor pendidikan.

Kedua, dari tujuan SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri 
kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan 
mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Pada prioritas 
pembangunan Indonesia itu termaktub ke dalam prioritas 
ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, dari tujuan SDGs nomor 3 untuk memastikan hidup 
sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua di 
segala jenjang usia. Pada prioritas pembangunan Indonesia itu 
termaktub ke dalam prioritas kesehatan dan juga pada reformasi 
politik, demokrasi dan birokrasi.

Keempat, memastikan ketersediaan air berikut managemen air 
dan sanitasi yang berkelanjutan. Pada prioritas pembangunan 
Indonesia itu termaktub ke dalam prioritas air dan infrastruktur 
dasar. 

Rekomendasi

Pertanyaannya kemudian tentu adalah, bagaimana cara 
memastikan agar pelaksanaan SDGs akan lebih baik dari MDGs? 
Bagaimana agar kesalahan pada pelaksanaan, pengukuran atau 
pengawasan pada pelaksanaan MDGs tak terulang pada SDGs 
ini? 

Khususnya terkait pengawasan, dan setelah mengkaji proses 
pengawasan pada MDGs, maka hendaklah untuk pengawasan 
SDGs ini perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, perlu 
dibangun rasa kepemilikan tiap-tiap negara akan program ini. 
Hal ini penting, karena karakteristik tiap negara adalah berbeda. 
Catatan penting dari tujuan-tujuan MDGs yang disusun adalah, 

Sosial
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bahwa tujuan tersebut terkesan memandang bahwa tiap negara 
yang berkomitmen, mulai dari kondisi yang sama. Padahal 
tidak mungkin negara-negara maju, bisa disamakan tujuan dan 
indikatornya dengan negara-negara berkembang atau miskin.

Kedua, masalah data adalah masalah krusial dalam setiap 
pelaksanaan program. Namun, sering kali dan misalnya di 
Indonesia, tidak punya bank data yang komprehensif agar 
bisa dirujuk. Untuk satu bidang, data dimiliki oleh banyak 
pihak dan metode pengukuran berbeda yang tentunya 
menghasilkan keluaran data yang berbeda. Perlu kemudian apa 
yang sering disebut “revolusi data”.  Artinya ada pemangku 
kepentingan tertentu yang diberi tugas dan wewenang untuk 
mengintegrasikan semua data dan hanya ke bagian ini data-data 
pembangunan dirujuk.

-Lola Amelia-

 

Sosial

Tahun 2015 
menjadi tahun 
yang krusial dalam 
upaya pengentasan 
kemiskinan, mengatasi 
ketidaksetaraan dan 
perubahan iklim. 
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Profile Institusi

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan 
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang 
dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, 
dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan 
sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan 
perorangan. 

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. 

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat 
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu. 

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara 
lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja 
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial 
(WacanaTII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia 
Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum). 

Alamat kontak:
Gedung Pakarti Center Lt. 7

Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com
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Program Riset  

RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih 
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, 
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca 
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan 
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. 
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan 
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di 
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan 
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada 
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social 
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan 
kebijakan subsidi pemerintah. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang 
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi 
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan 
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. 
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan 
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

 Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian 
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan 
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris 
dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi 
penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah 
agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih 
partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda 
juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para 
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas. 
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RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. 
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien 
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) 
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & 
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu 
maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan 
diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu 
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, 
dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang 
akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah 
masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan 
data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu 
maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan 
politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei  untuk: (1) 
memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk 
kampanye. 

Program Riset  
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media. 

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan 
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, 
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan. 

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara. 

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya 
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam 
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik. 

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Fasilitasi Pelatihan & Kelompok Kerja



Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program 
Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat   
Rizal Sukma 

Jeffrie Geovanie 
Jaleswari Pramodawardhani 

Hamid Basyaib 
Ninasapti Triaswati 

M. Ichsan Loulembah 
Debra Yatim 

Irman G. Lanti  
Indra J. Piliang 

Abd. Rohim Ghazali 
Saiful Mujani  

Jeannette Sudjunadi 
Rizal Mallarangeng 
Sugeng Suparwoto 

Effendi Ghazali 
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi  

Awan Wibowo Laksono Poesoro, 

Muhammad Reza Hermanto

Peneliti Bidang Hukum  

 Zihan Syahayani

Peneliti Bidang Politik 

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial  

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung  

Hadi Joko S.

Administrasi 

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout 

Siong Cen 

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160

Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com

 www.theindonesianinstitute.com
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